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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

BISM I LLAH I RRAH MAN IRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa kegiatan pedagang kak i  l ima yang merupakan usaha perdagangan
sektor  in formal  per lu  d iberdayakan guna menunjang per tumbuhan
perekonomian masyarakat  dan sekal igus sebagai  sa lah satu p i l ihan dalam
penyediaan barang dagangan yang d ibutuhkan o leh masyarakat  dengan
harga yang re lat i f  ter jangkau;
bahwa peningkatan jumlah pedagang kak i  l ima d i  daerah te lah berdampak
pada terganggunya kelancaran la lu  l in tas,  estet ika dan kebers ihan kota
serta fungsi prasarana l ingkungan kota;
bahwa dalam perkenrbangannya,  keberadaan pedagang kak i  l ima d i
wi layah Kota Langsa te lah menggunakan wi layah ja lan atau fas i l i tas umum
yang menimbulkan gangguan ketenteraman,  keter t iban masyarakat ,
kebers ihan l ingkungan dan ke lancaran la lu  l in tas sehingga per lu  d i lakukan
pengaturan agar tercipta tert ib sosial dan ketentraman masyarakat;
bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf  a ,  b
dan c d i  a tas,  per lu  d i te tapkan dalam Qanun.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3209) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu L intas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3a80) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibus i
Daerah (Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun L997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3685)
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246,  Tambahan Lembaran Negara Repubi ik  Indonesia
Nomor 40aB);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo laan L ingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tamlrahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3699) ;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keist imewaan Propins i  Daerah Is t imewa Aceh (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,  Tambahan Lembaran Negara Republ lk
Indonesia Nomor 3893) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4110) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2v0a
Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a339j ;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSATENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

L Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana te lah
diubah untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomcr 32 Tahun
2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lernbaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor a9aQ;

9,  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan
antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor !26,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438)Undang-Undang Nomor 3B Tahun 2004 tentang Ja lan (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor I32,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor a44a) ;

10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ja lan (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

11,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) ;

12,  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13.  Peraturan Pemer intah Republ ik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang
ia lan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a655) ;

14.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3) .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun in i  yang d imaksud dengan :
1.  Daerah yang selanjutnya d isebut  Kota adalah Kota Langsa ;
2.  Pemer intah Daerah yang selanjutnya d isebut  Pemer intah Kota adalah

Walikota beserta Perangkat Daerah ;
3 .  Wal ikota adalah Wal ikota Langsa Dewan Perwaki ian Rakyat  Daerah Kota

yang selanSutnya d isebut  Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adaiah
unsur  penyelenggara Pemer intah Kota yang anggotanya d ip i l ih  mela lu i
Pemi l i han  Umum;

4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota
(DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7.  Dinas Per industr ian,  Perdagangan,  Koperas i  dan Usaha Keci l  Menengah

adalah Dinas Per industr ian,  Perdagangan,  Koperas i  dan Usaha Keci l
Menengah Kota Langsa;

B.  Kepala Dinas



8.  Kepala Dinas Per industr ian,  Perdagangan,  Koperas i  dan Usaha Keci l
Menengah adalah Kepala Dinas Per industr " ian,  Perdagangan,  Koperas i  dan
Usaha Keci l  Menengah Kota Langsa;

9.  Dinas Peker jaan Umum adalah Dinas Peker jaan Umum Kota Langsa;
10.  Kepala Dinas Peker jaan Umum adalah Kepala Dinas Peker iaan Umum Kota

Langsa
11,Kantor  Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan Wi layatu l  Hisbah adalah Kantor

Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan Wi layatu l  Hisbah Kota Langsa;
12.  Kepala Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan Wi layatut  Hisbah adalah Kepala

Satuan Polisi Pamong Praia dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
13. Kecamatan adalah kecamatan dalam Pemerintah Kota Langsa yang

merupakan wi layah ker ja  Camat;
14.Camat adalah Camat dalam Pemer intah Kota Langsa;
15.  Pejabat  adalah Pegawai  yang d iber i  tugas ter tentu sesuai  dengan

Peraturan Perundang-undangan yang ber laku;
16.  Pedagang Kal i  L ima yang selanjutnya d isebut  PKL adalah penjual  barang

dan atau jasa yang menja lankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu
tertentu yang bersifat t idak menetap/permanen dan biasanya nrenempati
lokas i  dan atau menggunakan lahan terbuka dan atau ter tu tup yang
diperunt i :kan untuk berdagang dan atau menggunakan daerah mi l ik  ja lan
atau fas i l i tas umum, dengan menggunakan sarana atau per lengkapan
berdagang yang mudah d ip indahkan dan d ibongkar  pasang;

17, I j in  lokas i  PKL adalah i j in  yang waj ib  d imi l ik i  o leh PKL untuk menja lankan
kegiatan usahanya pada iam dan lokasi  te f tentu;

18.  Kawasan adalah batasan-batasan wi layah ter tentu sesuai  dengan
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk lokasi PKL;

19. la lan adalah prasarana t ranspor tas i  darat  yang mel iput i  segala bagian
ja lan,  termasuk bangunan pelengkap dan per lengkapannya yang
diperuntukan bagi  la lu  l in tas,  yang berada d i  a tas dan atau permukaan
tanah ;

20.Trotoar  adalah bagian dar i  ja lan yang fungsi  u tamanya d iperuntukan bagi
peja lan kak i ;

2 l .Pener t iban dan Pembinaan PKL adalah kegiatan yang d i lakukan untuk
penataan dan PemberdaYaan PKL;

22.  Kar tu Tanda Penduduk yang selanjutnya d isebut  KTP adalah Kar tu Tanda
Penduduk Kota Langsa;

23 Satuan Pol is i  Pamong Pra ja adalah satuan yang ber tugas melaksanakan
ketenteraman dan ketert iban umum Serta penegakan Qanun, Keputusan
Wal ikota Langsa,  dan Peraturan Perundang-undangan terka i t  la innya yang
ber laku;

24.T im Terpadu adalah T im Pener t iban Umum yang terd i r i  dar i  berbagai
Dinas/Instansi terkait yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan ketentraman dan keteft iban umum;

25,Penggusuran adalah suatu kegiatan pemindahan objek yang melanggar
ketentuan dan atau peraturan yang berlaku setelah di lakukan teguran batk
secara l isan maupun tu l isan;

26.  Pembongkaran adalah suatu t indakan yang d i lakukan o leh satuan/ t im
ter tentu yang d iber i  wewenang untuk melakukan pembongkaran terhadap
objek yang melanggar Qanun, Peraturan Walikota Langsa dan peraturan
perundang-undangan terka i t  la innya yang ber laku;

27"  Retr ibus i  adalah pungutan yang d i lakukan Pemer intah Kota Langsa kepada
PKL dalam wi layah Kota Langsa.

BAB II
ASAS UMUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

(1)Pener t iban dan pembinaan PKL d i lakukan secara ter t ib ,  e f is ien,  e fekt i f ,
t ransparan dan ber tanggung jawab dengan memperhat ikan asas keadi lan
dan  kepa tuhan .

(2)  Pener t iban dan pembinaan PKL d iupayakan untuk mengarahkan dan
mematuhi  ketentuan peraturan perundang-r :ndangan yang ber laku.



BAB III
PERIJINAN

Pasal 3

(1)  Kegiatan usaha PKL dapat  d i lakukan pada lokasi  yang te lah d i tentukan,
dengan mempert imbangkan kepent ingan umum, ta ta ruang,  ke indahan,
kebers ihan,  keter t iban dan keamanan;

(2)  Penentuan lokasi  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  d i te tapkan
peraturan oleh Walikota Langsa.

Pasal 4

(1)  Set iap pedagang kak i  l ima yang akan melakukan kegiatan usaha dan
menggunakan lokasi  sebagaimana yang d imaksud dalam Pasal  2  ayat  (1) ,
waj ib  memi l ik i  i j in  penggunaan lokasi  dar i  Wal ikota atau pejabat  yang
d i tun juk ;

(2)  Untuk memperoleh i j in  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  harus
mengajukan permohonan kepada Wal ikota dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut ;
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP);
b.  surat  pernyataan belum memi l ik i  tempat  usaha;
c.  surat  pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketef t iban,  keamanan,

kebers ihan dan ke indahan ser ta fungsi  fas i l i tas umum;
d.  surat  pernyataan kesanggupan untuk mengembal ikan atau

mengosongkan lokasi  usaha tanpa syarat  apapun apabi la  Pemer intah
Daerah akan mempergunakan untuk kepent ingan umum;

e.  rekomendasi  dar i  Geuchik /Lurah dan Camat yang bersangkutan d i
lokas i  usaha PKL;

f .  melunasi  kewaj iban ret r ibus i .
(3)  Set iap PKL hanya dapat  memi l ik i  1  (satu)  i j in ;
(4)  I j in  ber laku se lama 1 (satu)  tahun dan dapat  d iperpanjang kembal i  sete lah

memenuhi  persyaratan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2) ;
(5)  I j in  dapat  d ia t ihkan kepada p ihak la in  dengan persetu juan pejabat

berwenang.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Set iap PKL berhak :
a .  menempat i  lokas i  yang te lah d i i j inkan;
b.  melakukan kegiatan usaha d i  lokas i  yang te lah d i i j inkan sesuai  ketentuan

yang ber laku;
c .  mendapatkan per l indungan hukum terhadap penggunaan lokasi  yang te iah

d  i i j  i n  kan .

Pasal 6

Set iap PKL waj ib  :
a .  mematuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang ketert iban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta
fungsi  fas i l i tas umum;

b.  mengemas dan memindahkan pera latan dan dagangannya dar i  lokas i
tempat  usahanya sete lah se lesai  menja lankan usahanya.

c.  member ikan akses ja lan ke bangunan/ tanah yang berbatasan langsung
dengan ja lan,  apabi la  berusaha d i  daerah mi l ik  ja lan dan atau pers i l  sesuai
kebu tuhan ,

Pasal 7

Set iap PKL d i larang :
a .  melakukan kegiatan usaha dengan tempat  usaha yang bers i fa t  menetap;
b.  menggunakan lahan melebih i  ketentuan yang d i i j inkan;

c .  me iakukan  .



c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah
bentuk t ro toar ,  fas i l i tas umum dan atau bangunan sek i tarnya;

BAB V
TEGURAN

Pasal 8

(1)  PKL yang melanggar  ketentuan sebagainrana d imaksud pada Pasal  7  akan
di tegur  secara l isan o leh Satuan Pol is i  Pamong Pra ja;

(2)  Dalam hal  sete lah d i lakukan teguran secara l isan 2 (dua)  ka l i  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  maka dapat  d i lakukan teguran Secara ter tu l is .

Pasal 9

(1)Teguran sebagaimana d imaksud pada Pasal  8  d ia tas sete lah mendapat
persetu juan dar i  Kepala Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan Wi layatu l  Hisbah
Kota Langsa;

(2)  L imi t  waktu teguran secara l isan kesatu dan teguran kedua adalah se lama
3  x  24  j am;

(3)  L imi t  waktu teguran ter tu l is  1  kesatu dengan teguran ter tu l is  2  kedua
adalah se lama 7 x  24 jam;

(4)  Sete lah batas waktu sebagaimana d imaksud pada ayat  (3)  t idak
di laksanakan,  maka dapat  d i lakukan t indakan penggusuran dan atau
pemindahan .

Pasal 1O

Sete lah mendapat  teguran l isan sebanyak 2 (dua)  ka l i  dan teguran tu l isan
sebanyak 2 (dua)  ka l i ,  maka akan d i laksanakan pembongkaran terhadap obiek
dimaksud o leh Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan atau T im Terpadu Kota Langsa.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal  11

(1)  Barang s iapa melanggar  ketentuan sebagaimana d imaksud pada Pasal  7
d iancam p idana  ku rungan  pa l i ng  l ama  6  (enam)  bu lan  dan  a tau  denda
pa l i ng  banyak  Rp .  50 .000 .000 , -  ( l ima  pu luh  j u ta  rup iah ) ;

(2 )  T indak  p idana  sebaga imana  d imaksud  aya t  (1 )  pasa l  i n i  ada lah
pe langgaran .

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal  12

(1)  Petabat  Pegawai  Neger i  S ip i l  ter tentu d i  l ingkungan Pemer intah Kota d iber i
wewenang khusus sebagai  penyid ik  untuk melakukan penyid ikan t indak
Pidana d ib idang Perpajakan Daerah dan Retr ibus i  Daerah;

(2)  Wewenang penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah :
a .  mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau

laporan berkenaan dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah
agar  keterangan atau laporan tersebut  menjadi  lengkap dan je las ;

b .  menel i t i ,  mencar i  dan mengumpulkan keterangan mengenai  orang
pr ibadi  a tau badan tentang kebenaran perbuatan yang d i lakukan
sehubungan dengan t indak Pidana Retr ibus i  Daerah tersebut  ;

c .  mern inta keterangan dan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi  a tau B;Can
sehubungan dengan Tindak Pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah ;

c t  ,  metner iksa



d,  memer iksa buku-buku,  catatan-catatan dan dokumen-dokumen la in
berkenaan dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah ;

e .  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i
pembukuan,  pencatatan dan dokumen-dokumen la in ,  ser ta melakukan
penyl taan lerhadap bahan buKi  tersebut  ;

f .  meminta bantuan tenaga ahl i  da lam pelaksanaan tugas penyid ikan
t indak Pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah ;

g .  menyuruh berhent i  a tau melarang seseorang meninggalkan ruang atau
tempat  pada saat  pemer iksaan sedang ber langsung dan memer iksa
ident i tas orang yang d ibawa sebagaimana yang d imaksud pada huruf
C '

h.  memotret  seseorang yang berkai tan dengan t indak p idana ret r ibus i
d a e r a h ;
memanggi l  orang untuk d idengar  keterangannya dan d iper iksa sebagai
tersangka atau saks i  ;
menghent ikan penyid ikan ;
melakukan t indakan la in  yang per lu  untuk ke lancaran penyid ikan t indak
pidana d ib idang ret r ibus i  daerah menurut  hukum yang dapat
d i  peft a n g gungjawa bka n.

(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (  1)  member i tahukan
dimula inya penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada
penuntut  umum sesuai  dengan ketentuan yang ber laku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  13

Dengan d isahkannya Qanun in i  maka segala ketentuan yang mengatur
Pedagang Kaki  L ima yang ber tentangan dengan Qanun in i  d inyatakan t idak
ber laku lag i .

Pasal  14

Hal-hal  yang belum diatur  da lam Qanun in i  sepanjang mengenai  ketentuan
pelaksanaanya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan
perundang-undangan .

Pasal 15

Qanun  in i  mu la i  be r laku  se jak  tangga l  d iundangkan .
Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan
Qanun in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa,

Disahkan d i  Langsa
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

I ,  UMUM
Kegiatan Pedagang Kaki  L ima yang merupakan usaha perdagangan sektor

in formal  per lu  d iberdayakan guna menunjang per tumbuhan perekonomian masyarakat
dan sekal igus sebagai  sa lah satu p i l ihan dalam penyediaan barang dagangan yang
dibutuhkan o leh masyarakat  dengan harga yang re lat i f  ter jangkau.

Dalam perkembangannya/  keberadaan pedagang kak i  l ima d i  wi layah Kota Langsa
te lah menggunakan wi layah ja lan atau fas i l i tas umum yang menimbulkan gangguan
ketentraman,  keter t iban masyarakat ,  kebers ihan l ingkungan,  dan ke lancaran la lu  l in tas
sehingga per lu  d i lakukan pengaturan agar  terc ip ta te i ' t ib  sosra l  dan ketentraman
masyarakat

Peningkatan jumlah Pedagang Kaki  L ima d i  Daerah te lah berdarnpak pada
terganggunya kelancaran lalu intas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana
l ingkungan kota.  Maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki  L ima
dan sekal igus untuk mewujudkan Kota yang ter t ib ,  bers ih ,  sehat ,  rap i  dan indah maka
per iu  mengatur  keberadaan Pedagang Kaki  L ima (PKL).

II .PASAL DEMI PASAL

Pasal  1
Cukup  je las

Pasal  2
A y a t  ( 1 )

Cukup  je las
Aya t  (2 )

Cukup  je las
Pasai  3A

A y a t  ( i )
Cukup je las

Aya t  (2 )
Cukup  je las

Pasal  4
Aya t  (1 )

Cukup  je las
Aya t  (2 )

Huru f  a
Cukup  le las

Huru f  b
Cukup  je las

Huruf  c
Cukup  je las

Huruf  d
Cukup je las

Huruf  e
Cukup  je las

Huru f  f
Cukup  je las

Aya t  (3 )
Cukup  Se las

Pasal  5
Cukup  je las

Pasal  6
Cukup  je las

Pasal  7
Cukup  je las

Pasal  B



A y a t  ( 1 )
Cukup  je las

Ayat  (2)
Cukup je las

Pasal  9
Aya t  (1 )

Cukup je las
Ayat  (2)

Cukup je las
Ayat  (3)

Cukup  je las
Ayat (a)

Cukup Selas
Pasal  10

Cukup  je las
Pasa l  11

Aya t  (1 )
Cukup je las

Ayat  (2)
Cukup je las

Ayat  (3)
Cukup je las

Ayat (a)
Cukup  je las

Aya t  (5 )
Cukup je las

Pasal  12
Aya t  (1 )

Cukup je las
Aya t  (2 )

Huruf  a
Cukup  je las

Huruf  b
Cukup le las

Huruf  c
Cukup je las

Huruf  d
Cukup  je ias

Huruf  e
Cukup  je las

Huruf  f
Cukup je las

Huruf  g
Cukup je las

Huruf  h
Cukup je las

Huruf  i
Cukup je las

Huruf  j
Cukup  je las

Huruf  k
Cukup je las

Ayat  (3)
Cukup  je las

Pasal  13
Cukup je las

Pasal  14
Cukup  je las

Pasa l  15
Cukup je las

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTALANGSA NOMOR 14


